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BUPATI BOGOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 7

TAHUN 2000.
TENTANG :

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BOGOR,

a. bahwa dalam  rangka  penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, peru dbuat peraturan desa
yang merupakan landasan hukum tertinggi d desa
yang mengaiur kebijakan-kebijakan Pemenntahan
Desa;

. bahwa uniuk menetapkan peraluran desa

sebagaimana dmaksud dalam huruf a, dpandang
pedu mengatwr tala cara pembuatannya yang
dtetapkan dengan peraturan daerah.

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pemeriniahan  Daerash  Kabupaten  dalam
Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950
Nomor 8);

2.Undang-undang ... ....



"
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.2.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1993 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun
1998 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

- Nomeor 3839);

Kepulusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan  Peraturan  Perundang-
undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun
1993 tentang Pelunjuk Pelaksanaan dan
Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
1983 fentang Pedoman Umum Pengaluran
Mengenai Desa.

Dengan perselujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

; Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGCR
TENTANG PERATURAN DESA.

BABI.......



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dmaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjulnya dsebut
pemenntah adalah Perangkat Negara Kesaluan
Republik Indonesia yang terdri dari presiden
beserta para menteri.

2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi
Jawa Barat.

3. Pemerintah  Kabupalen adalah  Pemerintah
Kabupaten Bogor.

4. Camat adalah Kepala Kecamalan sebagai

Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.

S. Pemerinlah Desa adalah kepala desa atau yang

dsebut dengan  nama lain dan perangkat desa.

6. Kepala Desa atau yang dsebut dengan nama lain

adalah pimpinan Pemerintah Desa.

7. Peraluran Desa adalah semua peraluran yang
dietapkan cleh kepala desa setelah mendapatkan
persetujuan Badan Perwakilan Desa.

8 Keputusan ......



8. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan
yang bersifal mengatur yang merupakan
pelaksanaan  dari  peraluran desa  dan
kebijaksanaan kepala desa yang menyangkut
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
d desa.

8. Badan Perwakilan Desa atau yang dsebut dengan
nama lain selanjulnya dsebut BPD adalah badan
perwakilan yang terdri atas pemuka-pemuka
masyarakal yang ada d desa yang berfungsi
mengayomi adal istiadat, membuat peraturan desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
serfa  melakukan  pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

10. Pejabat adalah PNS dlingkungan Pemerintah
Kabupaten Bogor.

BAB Il
KERANGKA DAN BENTUK PERATURAN DESA
Pasal 2

Kerangka peraturan desa, terdri atas :
a. juddl;
b. pembukaan, terdri dari :

1) jabatan .......



1) jabatan pembentuk peraturan desa ;
2) konsiderans {menimbang);
3) dasar hukum {mengingat);
4) memutuskan;
S) menelapkan;
6) nama peraluran desa.
¢. batang tubuh, dkelompokan ke dalam :
1) ketentuan umum ;
2) maleri pokok yang datur ;
J) ketentuan peralihen (jika dperukan);
4} ketentuan penutup.
d. penutup;
e. penjelasan (jika dperlukan);

f. lampiran (jka diperiukan).

Pasal 3

Bentuk peraluran desa ditelapkan sebagaimana
tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BABII ........



BAB il
MUATAN MATERJ PERATURAN DESA
Pasal 4

Peraturan Desa dbentuk untuk menetapkan materi-
maleri, antara lain : -

a. ketentuan-ketentuan yang bersifat m engatur:

b. segala sesuafy yang menyangkut kepenfingan
masyarakat desa;

C. segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan
desa;

d. segala sesualy yang menimbulkan beban bagi
masyarakat dan atay keuangan desa.

BAB v

TATA CARA PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 5
() Rancangan peraturan desa dapat dajukan deh

Pemerintah Desa dan dapat juga dajukan ofeh
BPD.
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Dalam menyusun rancangan peraturan desa,
Pemerinlah Desa dan alau BPD harus
memperhatkan  dengan sungguh-sungguh
aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Unfuk  menampung  aspirasi masyarakat
sebagaimana dmaksud dalam ayat )
pemerintah desa dan atau BPD, dapat
mengadakan rapat atau pertemuan dengan
pemuka-pemuka masyarakat atau lembaga-
lembaga sosial yang ada d desa.

Rancangan peraluran desa yang berasal dari
Pemerintah Desa dsampaikan dleh kepala desa
kepada BPD secara teriulis.

Setelah menerima rancangan peraturan desa
sebagaimana dmaksud dalam ayat {4), maka
BPD menyelenggarakan rapat paripuma untuk
mendengarkan penjelasan kepala desa tentang
hathal yang berhubungan dengan materi
rancangan peraturan desa tersebut.

Selelah mendengarkan penjelasan kepala desa
sebagaimana dmaksud dalam ayal ), maka
BPD membahas rancangan peraturan desa
tersebut bersama-sama Pemeriniah Desa.

Jika rancangan peraiuran desa berasal dari BPD,
maka BPD mengundang Pemerinizh Desa untuk
melakukan pembahasan.

{8) Dalam .......
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Dalam melakukan pembahasan, BPD dapat
membeniuk panitia khusus yang terdri dari
anggota BPD.

Rapat pembahasan rancangan peraturan desa
dapat mengundang pejabat;

Pejabat sebagaimana dmaksud dalam ayat (®)
dapat memberikan perlimbangan/saran atas izin
pimpinan rapat.

Setelah dlakukan pembahasan sebagaimana
dmaksud dalam ayat {6) dan ayat (7), maka BPD
menyelenggarakan rapat paripuma yang dhadiri
deh anggola BPD dan Pemeriniah Desa dalam
acara penelapan persefujuan BPD  atas
rancangan peraturan desa menjad peraturan

desa yang diuangkan dalam keputusan BPD.

(12

Setelah  mendapatkan persefujuan  BPD
sebagaimana dmaksud dalam ayat (11), maka
kepala desa menetapkan peraluran desa serta,
memerintahkan sekretaris desa atau kepala
urusan yang dtunjuk untuk mengundangkannya
dalam lembaran desa.



BABV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

(1)

4

Pasal 6

BPD wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi
yang berdasarkan musyawarah unfuk mufakat
dalam pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan oleh BPD dnyatakan sah
jka dlakukan dalam suatu rapat paripuma yang
dhadiri oeh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per
tiga) dari jumlah anggola BPD dan putusan
dambil dengan persefujuan sekurang-kurangnya
setengah dtambah satu dari jumlah anggota BPD
yang hadr.

Dalam hal jumlah anggota BPD sebagaimana
dmaksud dalam ayal 2) tidak terpenuhi, maka
rapat paripuma diundur paling lama 2 {dua) jam.

Dalam hal jumlah anggota BPD tetap tidak
terpenuhi sebagaimana dmaksud dalam ayat (3),
maka rapat paripuma dundur pada hari lain.

Pengaturan lebih lanjut mengenai rapat

pengambilan  kepulusan dfuangkan dalam
peraturan {ata tertib BPD.

BABWVI.......
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BAB VI
KEDUDUKAN PERATURAN DESA
Pasal 7

(1) Peraluran desa mempunyai kedudukan hukum
terlinggi di desa dan mengikat bagi seluruh warga
desa serla pihak-pihak lain yang mempunyai
kepentingan terhadap desa tersebut.

@ Uniuk pelaksanaan peraturan desa ditetapkan
dengan keputusan kepala desa.

(3) Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan umum, perafuran daerah dan
peraturan perundang-undangan lain yang lebih
tinggi derajainya.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 8

Dalam rangka pengawasan, peraturan desa dan
kepulusan kepala desa dsampakan kepada
Pemerintah Kabupaten selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari sejak diundangkan.

BAB VI ......
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BAB Viii
PE MBAT_ALAN
Pasal 9

Pemenntah Kabupaten dapat membatakan
peraluran desa dan keputusan kepala desa yang
bertenfangan dengan kepentingan umum afau
peraturan daerah dan peraluran perundang-
undangan lain yang lebih tinggi derajatnya.

Keputusan pembatalan peraturan desa dan
keputusan kepala desa sebagaimana dmaksud
dalam ayat (1) dberitahukan kepada kepala desa
yang bersangkutan dengan alasan-alasannya.

Selambat-lambatnya 7 (fujuh) hari setelah
kepulusan pembatalan peraturan desa dan
keputusan kepala desa, sebagaimana dmaksud
dalam ayal {2), peraturan desa dan keputusan
kepala desa tersebut dbatalkan pelaksanaannya.

Kepala desa yang fidak dapat menefima
keputusan pembatalan peraturan desa dan
keputusan kepala desa sebagaimana dmaksud
dalam ayat {2) dapat mengajukan keberatan
kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi
selelah  mengajukan  kepada Pemerinizh
kabupaten.

Pasal 10 ......
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Pasal 10

Peraturan Desa atau kepulusan kepala desa yang
dbatalkan oleh bupali lidak dapat dlaksanakan,
walaupun kepala desa mengajukan upaya keberatan
sebelum adanya keputusan tenfang keberatan
tersebut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Hakhal lain yang belum datur dalam peraturan daerah

ini sepanjang yang bersifat teknis pelaksanaannya
datur lebih lanjut dalam keputusan bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua
peraturanketentuan yang mengatur tentang keputusan
desa yang berfentangan dengan peraturan daerah ini
dnyatakan tidak berlaku.

Pasal 13 .......
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Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai beraku ‘pada tanggal
dundangkan.

Agar  seliap  orang dapat  mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini
dengan penempatannya dalam lembaran daerah,

Ditetapkan di Cibinong.
pada tanggal 27 Mei 2000.

BUPATIBOGOR,
ttd
AGUS UTARA EFFENDI.

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 27 Mei 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOGOR,

ttd
DUDDY SUJUDI.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2000 NOMOR 17
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Safinan sesuai dengan aslinya

ASISTEN TATA PRAJK

Drs. H. YUYUN MUSLIHAT, MM.
PEMBINA
NIP. 010.081.222.




LAMPIRAN : BENTUK PERATURAN DESA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Nomor ..... Tahun...........

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
KEPALA DESA .. v

oo

——

Dengan persefujuan
BADAN PERWAKILAN DESA
MEMUTUSKAN ;

PERATURANDESA ... e,

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1



-
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BAB Il

Pasal 2

BAB ....
KETENTUAN PERAL IHAN
Pasal ....

(sepanjang dperlukan)

------
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BAB ....
. KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal ....

.(sepanjang dperlukan)

KETENTUAN PENUTUP
Pasal ....

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada fanggal diundangkan.

Agar seliap orang dapat mengefahuinya, memerintahkan pengundangan
peraluran desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di..................
pada fanggal ..................

KEPALA DESA

Diuhdangkan s S
padatanggal ...................
SEKRET. ARIS DESA



